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P ENETAPAN

Nomor 65/Pdt.G/2024/PA.Jpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam

sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai  berikut dalam

perkara Cerai Talak antara:

Moh.  Thohar  Alias  Moh.  Tohar.  R.  Bin  Darmo, umur  52  tahun,  agama

Islam,  pendidikan SLTA,  pekerjaan Usaha Bengkel  Las,  tempat

kediaman di Belakang Pasar Youtefa, RT.005, RW.006, Kelurahan

Wai  Mhorock,  Distrik  Abepura,  Kota  Jayapura,  Way  Mhorock,

Abepura, Kota Jayapura, Papua, selanjutnya disebut Pemohon;

l a w a n,

SUPATMI  BINTI  SALIYO, umur  20  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan Pedagang Kelontongan, tempat kediaman di Kali Acai,

RT. 002, RW. 006, Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota

Jayapura,  Way  Mhorock,  Abepura,  Kota  Jayapura,  Papua,

selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat  permohonannya bertanggal  6  Februari

2024  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Jayapura  pada

tanggal  12  Januari  2024  dengan  register  perkara  Nomor

38/Pdt.G/2024/PA.Jpr  telah  mengajukan  permohonan  yang  berbunyi

sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon; 
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Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Pemohon  hadir  di

persidangan  sedangkan  Termohon  tidak  pernah  datang  menghadap  dan

tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil  atau

kuasanya  yang  sah,  dan  berdasarkan  surat  panggilan  (relass)  nomor

65/Pdt.G/2024/PA.Jpr  tanggal  15  Februari  2024  yang  dibacakan  di

persidangan Termohon tidak dikenal di alamat yang ditunjuk;

Bahwa  Pemohon  selanjutnya  Pemohon  menyatakan  mencabut

permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses

pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi

dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara

persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari  sidang yang telah ditetapkan Pemohon

hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap

dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil  atau

kuasanya  yang  sah,  dan  berdasarkan  surat  panggilan  (relass)  nomor

65/Pdt.G/2024/PA.Jpr  tanggal  15  Februari  2024  yang  dibacakan  di

persidangan Termohon  tidak dienal di alamat yang ditunjuk;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  telah  menyatakan  mencabut

permohonannyanya; 
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Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak

melanggar  hak Termohon sebab  belum terjadi  jawab  menjawab untuk  itu

maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  permohonan  Pemohon

tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pencabutan  perkara  ini  dilakukan

setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam

perkara ini harus diperhitungkan. 

 Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan

sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor

50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;. 

Memperhatikan  segala  peraturan  dan  kaidah  hukum  yang

berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1.   Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

2.   Menyatakan  perkara  nomor  65/Pdt.G/2024/PA.Jpr  selesai  karena

dicabut;

3.   Membebankan kepada Pemohon untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian  ditetapkan  dalam musyawarah  Majelis  Hakim Pengadilan

Agama  Jayapura  pada  hari  Selasa  tanggal  20  Februari  2024 Masehi

bertepatan dengan tanggal 10 Sya’ban 1445 Hijriah oleh kami Ishak Lubis

sebagai  Ketua  Majelis,  Titin  Kurniasih  dan  Abdul  Rahman,  penetapan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,  dan didampingi  oleh

Waani  S.H. sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  Pemohon

tanpa hadirnya Termohon.
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                      Ketua Majelis

                             ttd                            

 

                     Ishak Lubis S.Ag

  Hakim Anggota I                      Hakim Anggota II 

            ttd                              ttd

                                                   

     Dra.Hj. Titin Kurniasih                Abdul Rahman, S.HI., M.H.

                 

                  Panitera Penggnati 

                           ttd.

                                 Waani S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP :
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   -  Pendaftaran   : Rp  30.000,00

   -  Panggilan      : Rp   20.000,00

   -  Redaksi      : Rp  10.000,00

   -  Pencabutan    : Rp.  10.000,00

2. Biaya Proses      : Rp.  75.000,00

3. Panggilan         : Rp.  18.000,00

4. Meterai      : Rp     10.000,00  

J u m l a h      : Rp. 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  

Pengadilan Agama Jayapura

Panitera

Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H.
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